
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pemberian tantiem dan bonus hanya dapat diberikan, bila perusahaan 

memperoleh laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 100 – 104 PP RI Nomor 54 tahun 2017 tentang 

BUMD Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah. Besaran 

penggunaan laba perusahaan PDAM ditetapkan setiap tahun oleh KPM 

(Walikota) dengan berpedoman pada laporan hasil audit keuangan PDAM 

tahun sebelumnya oleh kantor akuntan publik. 

Pemberian asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 

2016 s/d 2018 bertentangan dengan aturan hukum tertulis dalam PP RI 

Nomor 54 tahun 2017 yang menegaskan bahwa wajib pegawai BUMD 

diikutkan dalam jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial. 

Juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2007 yang 

menyatakan hanya direksi dan pegawai wajib diikutserakan pada program 

pensiun yang diselenggarakan oleh dana pemberi kerja atau dana 

pensiun lembaga keuangan, Walikota dan Wakil Walikota bukan Pegawai 

BUMD. 

2. Perbuatan korupsi yang dilakukan Direktur utama PDAM Makassar yaitu 

merugikan keuangan negara (Pembayaran tantiem senilai Rp. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.910.036.592,00 dan bonus jasa produksi senilai Rp. 7.432.242.300,60 

tahun buku 2017 serta pembayaran premi asuransi dwiguna jabatan 

walikota dan wakil walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 senilai 

Rp.1.123.619.868,00) dengan menyalahgunakan wewenang yang ada 

pada dirinya, laba tahun 2017 dibagi tahun 2018 maka menggunakan PP 

RI Nomor 54 tahun 2017 bukan Perda lama kota Makassar Nomor 6 

tahun 1974. Membagi laba dalam posisi perusahaan mengalami kerugian 

kumulatif.  

3. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di 

PDAM Makassar belum dapat dikatakan optimal. Meskipun terdapat upaya 

penegakan hukum, berbagai faktor internal dan eksternal masih menjadi 

kendala dalam memberantas korupsi di PDAM tersebut. 

B. SARAN 

1. Dalam penggunaan laba bersih perusahaan air minum diwajibkan  

mengacu pada aturan yang telah berlaku.  

2. Profesionalisme adalah syarat yang tidak dapat ditawar untuk menjadi 

pemimpin untuk menjalankan amanatnya dengan prinsip bisnis murni 

untuk mengelola keuangan dan membenahi manajemen, keadaan dimana 

perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Untuk mengoptimalkan efektivitas penegakkan hukum diperlukan upaya 

perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kinerja 

PDAM Makassar sebagai bentuk kesadaran hukum bahwa wajib 

mengelola PDAM sesuai dengan peraturan yang berlaku serta segera 

menyesuaikan jika ada pembaharuan aturan. Dibutuhkan pengawasan 

yang lebih maksimal dari Kuasa Pemegang Mandat, Bapak Walikota 

Makassar untuk mengontrol secara berkala kinerja direksi, dewas dan 

karyawan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance), memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, 

dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan, sehingga 

keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan dapat tercapai.   
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